BAB 11
KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN DAN POLIGAMI

A. PEMBATALAN PERKAWINAN
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
Kata pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indohegasal dari

kata dasar “batal”, yang berarti tidak sah lagiaki berlaku, sia-si¥.

Adapun kata batal berasal dari bahasa Atép — ko — |k yang

berarti batal, binasa, tidak s#hstilah batal juga dikenal dengan istitt#sad

ataupunfasakh Katafasadberasal dari bahasa Arab.s — i — b

yang berarti rusak, binasa, bustkSedangkarfasakh berasal dari bahasa

Arab ews — T CMJ yang berarti batal, rusak, bind8aKetiga kata

tersebut semakna dan berakibat sama terhadap pediuatan yang telah
dilangsungkan. Istilah batalasad maupun istilalffasakhsama-sama berarti
suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya ykganakan dengan tidak

mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tiddéikkarena tidak lengkap

19 W.J.S Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indoneslakarta: Balai Pustaka, Cet. 3,
2006, him. 105

2 Ahmad Warson MunawwirAl-Munawwir Kamus Arab-IndonesigSurabaya: Pustaka
Progressif, Cet. 25, 2002, him. 92

2L |bid., him. 1054

2 |bid., him. 1055
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syarat atau rukunnya atau karena ada penghafaagi’f bisa disebut akad

fasad dan boleh pula disebut akad b&faBatal, fasad danfasakhadalah

lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatudatdak dinilai sah berarti

batal,fasad ataufasakh®*

Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah menyatakan
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Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi saatu  dari
syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil ialah dfzaktidak
memenuhi rukunnya , hukum nikah fasid dan bathéllaid sama
yaitu tidak sah”?®

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunyégih
Munakahat 2menyatakan bahwd#asakh artinya putus atau batal. Yang
dimaksud merfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan
ikatan hubungan antara suami dan fStri.

Definisi Fasakhmenurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukufigié
Sunnah 3menyebutkan bahwBasakhadalah membatalkan akad nikah dan
melepaskan hubungan yang terjalin antara suanmi-iSgsakhterjadi apabila
ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru gseregah

berlangsungnya hubungan suami-istéri.

% gatria Effendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Asial
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliydakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3,
2010, him. 21

2 \bid., him. 20-21

% Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1,
1995, him. 145-146

26 slamet Abidin dan Aminuddiriigih Munakahat?, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1,
1999, him. 73

" Sayyid SabigFigih Sunnah 3Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, 98r1.00
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Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam Kitabnyabval

Al-Syakhsiyyah menyebutkan:

elig YU 05 e YIS) 105 04l C&;J\ e &7 4z i)l Ul
28 DY )3.9 das)! Jx}-
Artinya: “ Fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahau aerjadi
belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi
langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekueiasi
diketahuinya sesuatu yang mengiringi agad, yang jackan
agad tersebut tidak sah

Sedangkan pengertidasakhnikah menurut pendapat Sayyid Sabig dalam
bukunya Figih Sunnah 8menyatakan bahwa méasakh akad nikah berarti
membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawingarasuami istri?

Menurut Zahry Hamid, suatu akad perkawinan dikatakah jika dalam
akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segalanrdan syaratnya, sedangkan
jika suatu akad perkawinan kurang salah satu agderapa rukun atau syarat-
syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah.

Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadibsedak dipenuhinya
salah satu di antara rukun-rukunnya, disebut alea#tagvinan yang batal, dan

dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salaéi diaantara syarat-syaratnya,

disebut akad perkawinan yang fa¥id.

lmam Muhammad Abu ZahrolKitab Al-Ahwal Al-SyakhsiyyatBeirut: Darul Fikr Al-
Arabi, 1957, him. 324

2 sayyid SabigFigih Sunnat8, Bandung: PT Al-Ma’arif, Cet. 2, 1983, him. 124

30 zahry Hamid Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Ugd@erkawinan
di Indonesia Yogyakarta: Bina Cipta, Cet. 1, 1978, him. 48
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Andi Tahir Hamid berpendapat suatu perkawinan yas@k memenuhi
syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohompieambatalannya (fasidj.

Masalah pembatalan perkawinan diatur dalam fikianisyang dikenal
dengan sebutanikah al-batil. Di dalam Pasal 22 UU No0.1/1974 dinyatakan
dengan tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakkticthemenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan pernikahan”.

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasabisa diartikan bisa
batal atau tidak bisa batal, bilamana menurut keéeenhukum agamanya masing-
masing tidak menentukan lain.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan sgdaham, karena
terdapat berbagai ragam tentang pengertian baittig) tersebut. Batal berarti
nietig zonde krachftidak ada kekuatanzonder waarddtidak ada nilai). Dapat
dibatalkan berartnietig verklaard sedangkan absoluteetig adalah pembatalan
mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang inatbedapatdifasidkan
jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berar
sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkarena adanya pelanggaran

terhadap aturan-aturan tertertu.

3 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Biptga
Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1996, him. 22

32 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaklukum Perdata Islam di Indonesidakarta:
Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2006, him.1076
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Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam lb@etunohonan
yang bersifatkontensius (sengketaj? Sehingga dapat lebih jelas dalam
melangsungkan pembatalan perkawinan, yaitu samaydatiengan cara
gugatan perceraian yang diatur secara terperimcPdsal 20 sampai dengan
Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.nfaepgahal ini dapat
diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Menarik pengertian-pengertian tersebut, penulis ynegoulkan
pembatalan terhadap perkawinan yang dapat dibatatkdalah usaha
membatalkan nikah yang telah dilaksanakan secdraastara suami istri
disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh higtam maupun peraturan

perundang-undangan.

Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang membicarakan meagen
perkawinan. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang mémabaerkawinan yang
dilarang disebabkan karena melanggar ketentuamiete hukum agama
dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebag@mgng dimaksud

dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 23
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% hitp://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4002.pdakses tanggal 21 Juli 2012 pkl 15.00
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakianu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuaak-Anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;aleanak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuanjbibmu

yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersubuabu

isterimu  (mertua); anak-anak isterimu yang dalam

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu camptetapi jika
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudamuka
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininyaan(d
diharamkan bagimu), isteri-isteri anak kandungmeiantu); dan

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masanpau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemgaya
(QS. An-Nisa; 23§*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pembatalarkgwinan
tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinamngy dibatalkan
/difasakhkarena melanggar aturan-aturan syar’i.

Hadits Rasulullah SAW yang membicarakan fastakimya
perkawinan disebabkan karena adanya cacat atauwyaadsalah sangka

disebutkan dalam sahih al-Bukhari.

P
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Artinya: “Diriwayatkan dari Khansa binti Khidzam Al-Ansharyar.a.,
bahwa ayahnya menikahkannya dalam keadaan jandaidék
menyukai pernikahan itu. Maka ia mengadukan hal kgpada

Rasulullah SAW menyatakan pernikahannya tidak sghR.
Bukhari)>®

a

34 Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyap. cit, him. 120
% Imam Az-ZabidiRingkasan Shahih Al-BukhaBandung: Mizan, 1997, him. 791
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Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang ntenga
batalnya perkawinan dan cara penyelesaiannya &rgagda Bab IV Pasal 22-
28. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BabPésal 70-76. Pasal 70
KHI yang menerangkan batalnya perkawinan terhadapitaswanita yang
haram dikawini tidak ada perbedaan dengan konsepaung terdapat dalam
Al-Quran. Tetapi dalam hal batalnya perkawinardapat dua pengertian
yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinarmgy@dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuanitagdemtalam
perkawinan poligami termasuk memenuhi unsur pelaragg terhadap
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasalt9 Y@&eorang yang
masih terikat perkawinan dengan orang lain tidagati&awin lagi, kecuali
dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) daal B Undang-Undang
ini”. Pasal 27 ayat 2 “Seorang suami atau isterpatlamengajukan
permohonan pembatalan perkawinan apabila dalamuwbé&tlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri sustau istri”. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 71 huruf a yang berbunyi “Seorangmi melakukan
poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Pasal 72 é2a “Seorang suami
atau istri dapat mengajukan permohonan pembata&ikaywinan apabila pada
waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuaau asalah sangka
mengenai diri suami atau istri”. Penipuan menurenj@lasannya ialah bila
suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudiaryaandiketahui sudah

beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Petigen.
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3. Tujuan Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak perkawinan
yang dibatalkan diatur dalam Pasal 75 dan 76 KampHukum Islam dengan
rumusan berbeda.

Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tiddkkesurut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena suami atau istri urta

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-kakgash beri'tikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan meyaplkekuatan
hukum yang tetap.

Pasal 76: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan woteskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuarija”.

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 Kompilasi Hukunansldi atas
untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukarta masa depan
anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Aaved tersebut tidak
dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan kedaagotuanya. Meskipun
sesungguhnya secara psikologis, jika pembataldtap@ran tersebut benar-
benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidaiguntungkan bagi
kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena dekum, maka kebenaran

harus ditegakkan, meski kadang membawa kepatitan.

% Ahmad Rofig,op. cit.,him. 151
*Ibid., him. 152
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Sedangkan untuk harta kekayaan yang diperoleh aepmrkawinan
akan dibagi dua apabila sebelum melangsungkan \per&a para pihak tidak
membuat perjanjian kawin. Sedangkan terhadap amak-gang lahir dari
perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anaksgrit)

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatatakawinan
dimuat di dalam Pasal 28 ayat 1 “Batalnya suatgy@nan dimulai setelah
keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetag dan berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawin&n”.

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawina
diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertibannurdengan jalan
campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agamagabememikian,
batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikats Hagerdasar putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tesap’°

Menurut peneliti tujuan diaturnya masalah pembatglarkawinan
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukslam merupakan
sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadipgakawinan yang
dilarang karena melanggar syarat-syarat yang tei@mtukan oleh Agama

ataupun Undang-Undang.

4. Faktor-faktor yang Membatalkan Perkawinan

*http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pendian-perkawinan/diakses tanggal
27 Desember 2012 pukul 09.00 wib

39 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop. cit.,him. 110

0 Cik Hasan Bisri et.al Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dal&istem
Hukum NasionalJakarta: PT. Logos Wacana llmu, 1999, him. 60
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Faktor yang menjadi dasar terjadinya bafakad atau fasakmya
perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” ya#susitu yang mesti ada
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjhadaln), dan sesuatu itu
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperinyalcalon pengantin laki-
laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkanrd8ygaitu sesuatu
yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pe&erjaan (ibadah),
tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkagkegaan itu, seperti dalam
Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuarhittus beragama Islath.

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukoatama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatarbters@ri segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dahinahwa keduanya
merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam swaa perkawinan
umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertingigdam arti perkawinan
tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lepdka

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tah@rd
tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahant ddipatalkan apabila
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk ngsiamgkan perkawinan.
Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian t*dajadam pasal ini
adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hulagamanya tidak
menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahamivhasuatu perkawinan

yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal deknniualan bisa dibatalkan

“1 Abdul Rahman Ghozalkigh MunakahatJakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.
2, 2006, him. 45-46

2 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fighrdkahat dan
Undang-Undang Perkawinadakarta: Prenada Media, Cet. 2, 2007, him. 59
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apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadigama dapat
membatalkan pernikahan tersebut atas permohonaak-pihak yang
berkepentingaf’

Tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinaidak mungkin
dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu pefkan dilakukan tanpa
unsur pokoknya yaitu sarat dan rukun perkawinanavetan batal menurut
hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkanatsyarerupakan
pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Para ahli ushul fikih telah merumuskan kaidah:
Wi sl a5 D 15 80w Ltiu

“Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, saalu syarat
tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itéi".

g 560 4 V) Ll L2 VG

“Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna kargmaadalah
wajib adanya’*®

Rukun dan syarat perkawinan telah ditentukan merukum syara’.
Seorangmukallaf tidak boleh menggantungkan akad atau pengelolpan a

saja kepada syarat apa saja yang dia kehefitiaki.

43 Abdul Mananop. cit.,hlm. 45

4 Muchlis Usman Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyahlakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1999, him. 200

%5 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahmabasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islami
Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986, him. 344

6 Abdul Wahhab Khallaf,Kaidah-Kaidah Hukum IslamJakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002, him. 182
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Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut paranbli&azhab
diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukamgdn akad, yang
mencakup ijab dan gabul antara wanita yang dilasheagan lelaki yang
melamarnya, atau antara pihak yang menggantikaseparti wakil dan
wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mateaabarhn suka sama
suka tanpa adanya ak#d.

b. Syarat bagi kedua pihak yang melakukan nikah adadafikal dan baligh
merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jikakdkan oleh wali
mempelai, terlepas dari keadaan-keadaan yang memaweka dilarang
kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubufganya, baik
yang bersifat permanen maupun sementara. Selaajutmgreka juga
sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu haass gan tentu
orangnya’®

c. Para Ulama sepakat bahwa perkawinan itu tidak @apat adanya saksi,
tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya daagolaki-laki,
atau seorang laki-laki dengan dua orang perempiaaupa disyaratkan
harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kegakaiam wanita
saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak $&h.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dapatid@gaena dua
hal, yaitu:

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah ydagsanakan.

4 Muhammad Jawad MughniyalRigih Lima MazhabJakarta: Lentera, 2006, him. 309
“8 |bid., him. 315

% bid., him. 313
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a) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istriupakan saudara
sesusuan pihak suami.

b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah selain ayah
atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhakmmkan ikatan
perkawinannya dahulu atau mengakhirinyéiyar ini dinamakan
khiyar balig Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istriaka hal
ini disebutfasakh balig*®

Selain itu hal yang membatalkan perkawinatard Al-Qur'an
juga diatur dalam Surat An-Nisa ayat 22, 23, dany2dtu larangan
menikah dengan yang masitahram misalnya suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui babwiara mereka
terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak dikdtahuiu maka
perkawinan menjadi batal. Perkawinan tersebut dikan karena
tidak memenuhi sarat sahnya akad, yaitu adanyangammahram
antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkan antara laki-
laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui lzalperempuan
tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan defajadaki
lain atau dalam masddahtalak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal
itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak meimesarat sahnya
akad nikah.

2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad niégddi dan hubungan

perkawinan berlangsung.

%0 Slamet Abidin dan Aminuddimp. cit, him. 73
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a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atawdetlari Islam dan
tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya btaaéKl) karena
kemurtadan yang terjadi belakangan.

b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetaii imasih tetap
dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, emakadnya batal
(fasakb. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, makadnya tetap
sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengankigdlti dari
semulanya dipandang szh.

Selain hal itu, yaitu dalam haftkaevinan dilakukan dengan penipuan,
yakni suami yang semula beragama non Islam kemuadiasuk Islam hanya
untuk menikahi wanita Islam (secara formalitasjetd pernikahan terjadi suami
kembali pada agamanya semula, maka perkawinan ygemgikian dapat
dilakukan pembatalan. Dalam Surat Al-Qur'an SuratBwqarah ayat 221, AL-
Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islanikaté orang non Islam,
misalnya suami-istri pada waktu berlangsungnya ak&dh beragama Islam
tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami mhukeluar dari agama Islam.
Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagadmma Islam tetapi masih
menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebatapat penghalang
perkawinan. Begitu pula apabila dalam suatu penkawiterjadi penipuan
mengenai status salah satu pihak, baik suami maispiilan penipuan tersebut

baru diketahui setelah akad perkawinan telah ddangkan, maka perkawinan

*! Ibid.
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tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh paek yang mempunyai hak
untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.
Hukum Islam yang diambil dari sumber hukumgamama, yaitu Al-
Qur'an mengenai adanya larangan perkawinan yargndgkih disebutmahram
(orang yang dinikahi). Ulama fikih telah membagiahram ini kepada dua
macam. Pertama disebut dengarahram mu’aggat(larangan untuk waktu
tertentu) dan keduamahram mu’abbadlarangan untuk selamanya). Wanita yang
haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbaas @iga kelompok yaitu,
wanita-wanita seketurunanal( muharramat min an-nasab wanita-wanita
sepersusuanal-muharramat min ar-rada’ah) dan wanita-wanita yang haram
dikawini karena hubungan persemandadm{uharramat min al-musaharf?
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan perkaw
menjelaskan lebih rinci dan tegas. Masalah larari@avin ini dimuat pada
Bab VI Pasal 39 sampai 44.
Pasal 39 menyatakan: “Dilarang melangsungkan peénanantara
seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
1. Karena pertalian nasab:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yangimekannya
atau keturunannya.
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:

%2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop. cit.,hlm.145-146
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Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya la¢gdas istrinya.
Dengan seorang wanita bekas istri orang yang makarnnya.
Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekasya, kecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istiinygabla al-
dukhul

Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

a. Dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusagarut garis
lurus ke atas.

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnyaumngars lurus
ke bawah.

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keanesesusuan ke
bawah.

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan kemersdsarsuan ke
bawabh.

e. Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorai@y d@gngan seorang

wanita karena keadaan tertentu.

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat gatkawinan dengan

pria lain.

b. Seorang wanita yang masih dalam mdslah dengan pria lain.
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c. Seorang wanita yang tidak beragama Istam.
Pasal 41
1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan sgowanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuaamé&ignya;
a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta ketuaunany
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan pada ayat 1 ini tetap berlaku meskipuimyst telah ditalaka;’i
tetapi masih dalam magidah
Pasal 42 menyatakan:
“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinargaerseorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai empatystg keempat-empatnya
masih terikat tali perkawinan atau masih daladah talak raj'i ataupun
salah seorang di antara mereka masih terikat &akgwinan sedang yang
lainnya masih dalanddahtalakraj’i .
Pasal 43 menyatakan larangan perkawinan terhadapawang ditalak tiga
dan dili'an.
1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seordaag pr
a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telalfaditiga kali.
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang teltitadi
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kaddk@distri tadi telah
kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersgiuusba’'da al-

dukhuldan telah habis masgdamya.

*3 Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Unddtgeang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Isldakarta: PT Bumi Aksara, 1976, him.77-78
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Pasal 44 menyebutkan larangan kawin dengan prialslam: “Seorang
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan @ersgorang pria yang
tidak beragama Islant®

Selanjutnya dalam Pasal 54 juga dijelaskan bahwa:

1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidistk in@langsungkan
perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagdiimikah.

2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atali nikahnya
masih berada dalam ihram, perkawinannya tidaksah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70kp&inan
dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhalakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istrialipek salah satu
dari keempat istrinya itu dalam maddahtalakraj'i .

b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telkamnya.

c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernahutijdiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernamikah dengan pria lain
kemudian bercerai lagia’da al dukhuldan pria tersebut dan telah habis
masaiddamya.

d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang memptmjngan darah,
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yamghalangi

perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 TaBué4, yaitu:

** Zainuddin Ali,op. cit, him. 32
% Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 196p, cit, him. 33
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1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dateke
2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan nmepiya yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudaratosadgn antara
seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, mtapdan ibu dan
ayabh tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusudnsesasuan dan
bibi atau paman sesusuan.
e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibilkemenakan dari istri
atau istri-istrinya.
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawipang dapat
dibatalkan adalah:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pefeyadigama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketatagih menjadi istri

pria yangmafqud

(g

. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalddah dari suami yang
lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinabagsémana
ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamaieh wali yang

tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pak¥aan.

%8 |bid., him. 39-40
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Penyebab-penyebab larangan perkawinan di atas, dzdém Al-
Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menunarkk adanya
perbedaan, hal ini disebabkan karena masalah kmapgrkawinan di atas
adalah masalah normatif yang bisa dikatakan selsagaiatu yantaken of
granted®’ Perkawinan yang terjadi karena melanggar larangemdan

tersebut batal demi hukum.

Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pémnkawdiatur
dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974| R&sasedangkan

dalam Kompilasi Hukum Islam diatur oleh Pasal 73.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1984lR:8, yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aasualami atau istri.

b. Suami atau istri.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinam loitwtuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 18adg-Undang ini dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum a&etargsung
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya sepeldawinan itu putu®

Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasalat®ara lain:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atage bawah dari suami
istri.

b. Suami atau istri.

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop. cit.,him. 153
%8 Zainuddin Ali,op. cit.,him. 39



36

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan peakawnenurut
Undang-Undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahuiyadeacat hukum
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukuamsdan peraturan

perundang-undangan sebagaimana tersebut dalamg7asal

B. POLIGAMI
1. Pengertian Poligami

Kata “poligami”, secara etimologi berasal dari bsh&'unani, yaitu
polus yang berarti banyak damamos yang berarti perkawinan. Bila
pengertian kata ini digabungkan, maka poligami aMlaerarti suatu
perkawinan yang banyak atau lebih dari seoranger8iperkawinan bahwa
seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri adal waktu yang
bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai sebimidari seorang
dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya diseligdrmni.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, ahdaistem
perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawbeberapa lawan
jenisnya di waktu yang bersama3n.

Sedangkan menurut pendapat Siti Musdah Mulia mekgatbahwa
poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mareansumengawini lebih

dari satu istri dalam waktu yang saffa.

%9 Abdul Gani AbdullahPengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukunoiresia,
Jakarta: Gema Insani Press, 1994, him. 99

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrankikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, him. 351
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Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakatdekarang
ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dearg banyak wanita.
Menurut tinjauan Antropologi Sosial (Sosio antrag@p) Poligami memang
mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin denganyak wanita atau
sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi 2 macaituy
a. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan debgberapa

orang laki-laki.
b. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dergglmerapa orang
perempuan?

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang seldipakai,
bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakaiildgkalangan masyarakat,
kecuali di kalangan antropolog saja, sehingga aistilPoligami secara
langsung menggantikan istilah poligini dengan petye perkawinan antara
seorang laki-laki dengan beberapa orang perempsabut dengan poligami,
dan kata ini dipergunakan sebagai lawan Polyaidri.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laking
mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilaligni yang berasal dari
kata polus berarti banyak damune berarti perempuan. Sedangkan bagi
seorang istri yang mempunyai lebih dari seorangnsudisebut poliandri

yang berasal dari kafmlusyang berarti banyak daandrosberarti laki-laki.

®1 Siti Musdah Mulia,lslam Menggugat Poligamilakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2007, him. 43

%2 Bibit SupraptoLiku-Liku Poligamj Yogyakarta: Al-Kautsar, Cet. 1, 1990, him. 71

%% bid., him. 72
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Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yargmpunyai istri
lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan fadaddigini bukan
poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari ydingaksud
dengan poligami itu adalah perkawinan seorang l&di-dengan lebih dari
seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. diaraksud poligini
itu, menurut masyarakat umum adalah polig&mi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimputlemva poligami
adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihakilikeatau mengawini
beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersaataarseorang laki-laki
yang menikah dengan lebih dari seorang wanitapdala ini dibatasi hanya
empat orang wanita (istri) dalam waktu yang sama.

Dasar Hukum Poligami

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi (men)ddbih dari
empat perempuan dalam satu waktu. Empat orang pesmnsudah dianggap
lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingganikah lebih banyak dari
empat dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaes katbajikan yang
disyariatkan oleh Allah SWT., bagi kemaslahatampiderumahtangga.
Sebagai dalil atas hal ini, Allah SWT berfam:

ORx BXOAND2K000D = +00 vONGAGNE v RNOSO
BOoMC o 98 BXIAQEC QERL a0 FOGOT IO 0N S
GO ¢e8 QAL BOYHGE W I  BILQOHE E2Eww
2 S R ¢ 2 HACe<=V0e0 Aa&Ond->He0
CORNCYECEUw BX-UNwY OvDee 0L SH€Es AN
g J2AER&OROr®0M {6 Emdes 68 2000

G BH-ON@UORD ¢ -+0 S-@O%k OO REQ WO +O

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlakuilaterhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengaw@)jrmaka

% M. A. Tihami dan Sohari Sahramip. cit.,him. 352
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nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dtiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampdatu adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahayagykamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamuakdberbuat
zalim.” (QS. An-Nisa: 3}°

Dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12@y\@erbunyi:

00 BXMORDON D¢ SO0OM= Iy weO
WAL BOYHE WWa S *x2V @ BN O =D e
BXODHONOr e Xwo B J2€={0O60ORO J0vweO

a&rAL2OVOXIO ¢d+o TR W O=->B
SANOR du ) g 0.0Q#HRAD <O W o [X@h

AForde (PR e BIUD20OHr @0 BIHUEC NHCOD &
EAK AP o TO0N,0"0 x00~> AXIN 45 AKXl

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku afiliantara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat deam, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yaag cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katungn [lka kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari ki@an),
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. An-Nisa: 128).

Kita telah mengerti, bahwa Al-Qur'an menetapkanlaienya
poligami, tetapi mempunyai tujuan membatasi poligatm. Dan dalam
menetapkan poligami itu, serta merumuskan batasbgh, Islam
mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meratakaejkéteraan keluarga,
dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarddam dan meningkatkan
budi pekerti kaum Muslimin.

Batas-batas poligami ini nampak dalam bentuk mekeatajumlah

istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yangsih berfamili,

walaupun hanya dua istri saja, dan juga adil ansataistri itu.

% Sayyid SabigFigih Sunnah 2Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, 60%.
% Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: Mekar Surabaya, 2004,
him. 130
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Allah SWT memberi pembatasan dalam poligami ithasgak-
banyaknya dua, tiga atau empat. Dan tidak boleraméah jumlah ini dalam
Islam. Jadi, siapa yang khawatir akan tidak berkadil kalau sampai empat,
supaya dicukupkannya sampai tiga saja, dan kajauttipun masih khawatir
akan tidak berlaku adil, supaya dicukupkan dua, sé§a kalau yang dua
itupun masih juga dikhawatirkan akan tidak adil,kendnendaklah menikah
dengan seorang sdja.

Poligami dipraktikkan secara luas di masyarakatiglean. Tidak
ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki olebrang laki-laki. Para Ahli
Tafsir Al-Qur'an klasik telah merekam kasus-kasais sebagian orang Arab
yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti diyaekat yang lain, di
masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagésatang keadilan
terhadap istri-istri ini. Para suamilah yang merski&n siapa yang paling ia
sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secéidak terbatas. Para istri
harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan teinkiproses keadilafi.

Al-Qur'an tidak menerima keadaan ini. Karena progksarnya
adalah untuk memberdayakan perempuan, meskipun katkerbatasan-
keterbatasan tertentu dari masyarakat yang ad@ufkn menerima fakta
bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan di amakgt. Tetapi,
memberdayakan mereka dengan pengertian yang alisodmiberi mereka
status yang setara dengan laki-laki disetiap bidégzanlah masalah yang

mudah dalam masyarakat tersebut.

5’Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan
Perundang-Undanganlakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1976, him. 193-19
% Asghar Ali EngineerPembebasan Perempuarogyakarta: LKiS, 1999, him. 111
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Oleh karena itu, Al-Qur'an mengadopsi jalan tengph yang bisa
kita istilahkan dengan jalan ideologis-pragmatis. Sementara ia
mengisyaratkan kesetaraan secara langsung maugak kangsung. Al-
Qur'an juga mencari solusi yang lebih dapat ditarioleh masyarakat
tersebut yang didominasi oleh laki-laki.

Jelaslah dari pernyataan Al-Qur'an bahwa poligamkiahlah solusi
yang sangat menyenangkan sepanjang memperhatikaQurfdn dan
meskipun begitu, Al-Qur'an harus menganjurkannyaagde tindakan
pembatasan. Pernyataan Al-Qur'an membuat poligalas pahwa Al-Qur'an
enggan untuk membolehkannya kecuali dengan sygaeadtstertentu. Di
antara syarat-syarat tersebut yang paling pentiatph syarat keadilan yang
sama kepada keempat itti.

Syar at-syar at Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasampai
empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada kaelmik dalam urusan
pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya ymgifat kebendaan tanpa
membedakan antara istri yang kaya dengan istri yais§in, yang berasal
dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari ggdonbawah. Bila suami
khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhiusehak-hak mereka,
maka ia diharamkan berpoligami.

Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka lyagimaram

menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggmpenuhi hak dua

% bid., him. 112
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orang istri maka haram baginya menikahi tiga ordegitu juga kalau ia
khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua oramgermppuan, maka
haram baginya melakukan poligami.
Sebagaimana dalam firman Allah SWT :
OR* BXOAN2R000D = +0 vONVGAGKE ) NOSO
O C o 98 BIAAQEC QERL a0 OO0 I WO M ma S
O ¢e8 QAL BOQYHTWa I BILQOHE L2Eww
© § RP< ¢o =2 HACe=V 00 AeOnd->Hhe0
OO ECe0«w BIAUNQ,0Orn =D -+ SHEs AN
g JEAER&OROr®O (6 EmEHey 68 200
G B-ONMUARD ¢ = -+ - @O% OO AEN wWO+O
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat baku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininyaaka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangitad tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapatake adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak gy&amu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepaukak berbuat
aniaya.” (QS. An-Nisa: 3}°
Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melaraegghimpun
dalam saat yang sama lebih dari empat orang iagi $eorang pria. Ketika
turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yamegniliki lebih dari
empat orang istri, agar segera menceraikan istiiyyg maksimal setiap
orang hanya memperistrikan empat orang wahita.
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pma lmoleh
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya bwlempunyai seorang
suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada se@aami untuk beristri

lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pipilek yang bersangkutan,

serta hukum dan agama dari yang bersangkutan niekeyiz

O M. A. Tihami dan Sohari Sahramip. cit.,him. 361-362
"L M. Quraish ShihabjVawasan Al-Qur'anBandung: Mizan, Cet. 1, 2007, him. 264
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Dalam hal ini maka suami wajib mengajukan permohokepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sedangkamgdlilan hanya

memberikan izin apabila dipenuhi syarat-syarat gablaerikut:

a. Isteri, tidak dapat menjalankan kewajiban sebasjgi i

b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yaddgk tdapat
disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturun@n.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengasibagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undanghaius dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepethidup
istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texpastri-istri dan
anak-anak mereka.

(2)Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf@ pagidak diperlukan
bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak gkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dabe@manjian, atau

apabila tidak ada kabar dari istrinya selama selgikarangnya 2 (dua)

2 Achmad IchsanHukum Perkawinan Bagi yang Beragama Is|alakarta: PT. Pradnya
Paramita, Cet. 1, 1986, him. 36
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